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BAB1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sistem pemerintahan di Indonesia mengalami perubahan dengan

diberlakukannya sistem desentralisasi. Perubahan tata aturan pemerintahan di

Indonesia pada hakekatnya efupakan upaya dalam penyelenggaraan

pemerintahan yang Dbai
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g terdiri dari urusan
wajib dan urusan pilihan, na erarti bahwa setiap penanganan urusan
pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Dengan perubahan
terminologi pembagian urusan pemerintah yang bersifat kongruen berdasarkan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka dalam implementasi kelembagaan

setidaknya terwadahi fungsi-fungsi pemerintahan tersebut pada masing-masing

tingkatan pemerintahan.



Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas dan menyimpan
banyak kekayaan didalamnya, dengan wilayah perairan Indonesia hampir 70%
dari total luas wilayah Indonesia, maka wilayah perairan Indonesia merupakan
potensi kekayaan yang sangat berlimpah, 14 % terumbu karang dunia ada di
perairan Indonesia, sementara lebih dari 2.500 jenis ikan dan 500 jenis karang
hidup didalamnya. Namun demik 'nya sampai hari ini, berbagai
kegiatan terhadap sumbes -/ franan Indonesia tidak lepas dari
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perikanan sebagai potensi Ungg

Permintaan ikan dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan yang
semakin meningkat sebagai akibat meningkatnya jumlah penduduk dan kualitas
hidup yang diikuti pola konsumsi masyarakat ke jenis makanan yang sehat
dicirikan dengan rendahnya kandungan kolestorel dan tingginya kandungan

protein, dapat disajikan secara cepat untuk dikonsumsi dan dapat diterima secara



nasional dan internasional tanpa memperhatikan umur, kewarganegaraan dan
bahkan agama.

Sebagian besar pasok ikan di Kabupaten Kepulauan Selayar berasal dari
hasil pemanfaatan sumberdaya ikan dilaut. Sementara itu fakta fisik menyatakan
bahwa dua pertiga wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar berupa laut yang

gkinkan menjadi salah satu pemasok
aten Kepulauan Selayar
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memiliki potensi perikanan y ang gl

hasil perikanan. Sebagai

melalui monitoring, kontrol"da

Namun demikian, permasalahan dan kendala yang dihadapi juga cukup
besar dan tidak mudah untuk diatasi. Permasalahan utama yang dihadapi, antara
lain: 1) struktur usaha perikanan tangkap yang masih didominasi usaha skala
kecil, 2) tingginya tingkat kehilangan hasil perikanan, 3) dari sisi pemanfaatan

sumberdaya ikan belum terjadi keseimbangan baik antara satu wilayah



pengelolaan perikanan dengan wilayah pengelolaan yang lain, 4) kondisi
lingkungan sumberdaya ikan dibeberapa perairan laut telah mengalami degradasi.

Penyebab nelayan yang tidak melaporkan hasil tangkapannya adalah
rendahnya produktifitas dan pendapatan nelayan sehingga menyebabkan

maraknya paraktek wunreported fishing, jarak yang ditempuh terlalu jauh dari

tempat penangkapan ikan ketemp#li'helaporan selain memakan waktu juga
menambah biaya pengelua #/' sbagian nelayan memilih untuk
menjual hasil tane / Pq MUH.!-'! \ an jual beli di tengah
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perairan Kabupaten
Kepulauan Selayar serta nya-stimberdaya manusia yang ahli dan dukungan
teknis serta sumber keuangan yang memadai untuk mencegah praktek unreported
fishing di Kabupaten Kepulauan Selayar. Sehubungan dengan itu beberapa hal
tersebut, maka dalam rangka pemanfaatan sekaligus mendayagunakan potensi
ekonomi sumberdaya ikan yang cukup melimpah diperlukan upaya yang sungguh-

sungguh dan sistematis untuk mencegah unreported fishing.



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 45
Tahun 2009 menggolongkan berbagai tindak pidana perikanan yang berkaitan
dengan praktek Illegal Unreported Unreguleted (IUU) fishing di Indonesia.
Secara spesifik kegiatan IUU fishing di Indonesia dikategorikan kedalam tiga

kelompok yaitu, kegiatan perikanan melanggar hukum (illegal fishing), kegiatan

Dalam Pencegahan penagkapan ikan yang tidak dilaporkan (Unreported Fishing)

di Kabupaten Kepulauan Selayar” ?



C. Tujuan Penelitan
Sesuai dengan rumusan masalah yang dijelaskan sebelumnya, maka
penelitian ini betujuan untuk mengetahui “Strategi Pemerintah Daerah Dalam
pencegahan penangapan ikan yang tidak dilaporkan (Unreported Fishing) di
Kabupaten Kepulauan Selayar”.

D. Manfaat Penelitian
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep Strategi
1. Pengertian Strategi

Istilah strategi berasal dari kata Yunani strategos atau strategus dengan

kata jamak strategi.Strateg deral, tetapi dalam Yunani kuno sering
sering disebut perwira nege \. g _sempit, strategi berarti seni
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006) menyebutkan bahwa strategi

serangkaian tind

adalah tujuan jangka panjang yang dari suatu perusahaan, serta pendayagunaan

serta semua alokasi sumberdaya yang pnting untuk mencapai tujuan tersebut.
Menurut Hamael dan Prahalad (dalam Sumarsan 2011) strategi merupakan

tidakan yang bersifat senantiasa meningkat/incremental dan terus-menerus, serta

di lakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang di harapakan oleh para



pelanggan di masa datang. Menurut Ahmad S. Adnanputra (dalam Ruslan 2014)
arti strategi adalah bagian terpadu dari suatu rencana (pl/an), sedangkan rencana
meruakan produk dari suatu perencanaan (planning), yang pada akhirnya
perencanaan adalah suatu fungsi dasar dari proses manajemen. Menurut F. Gluek
(dalam Slamet 2001) strategi adalah rencana yang di satukan, luas dan
terintegritas yang mnghub ggulan strategi perusahaan tantangan
lingkungan dan di ram€ai \'l n_bahwa tujuan utama dari
7 1S MUK, 1
/ @ \@ KASS Y
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perusahaan

2. Prinsip-pring ’Pﬂu Ay TAKA ﬁiﬂ. B

Untuk menjamin bahwe
sukses maka perlu beberapa petunjuk bagaimana strategi itu dibuat dengan cara
yaitu:

a. Strategi haruslah konsisten dengan lingkungannya.

b. Setiap organisasi tidak harus memiliki satu organisasi.



c. Strategi yang efektif hendaknya memfokuskan dan menyatukan sumber
daya dan tidak mencera beraikan dengan yang lain.
d. Strategi hendaknya memusatkan perhatian pada apa yang merupakan

kekuatannya dan pada titik-titik yang justru kelemahannya.

e. Sumber daya adalah merupakan sesuatu yang kritis.

B. Konsep Pemerintah Da
Pembentukan pemefis afhg

epala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah daerah
bertujuan memperbaiki dan memaksimalisasi kinerja organisasi (Djohanputro

2004).
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Sedangkan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945. Setiap pemerinn oleh Kepala Daerah yang dipilih

secara demokratis. bety

ca sebagai wakil
pemerintah pusa YO VINSl yang bers: lam pengertian untuk
pelaksanaan tugas dan fungsi
Pemerintah  termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan
kota.Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana
dimaksud, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, peran

pemerintah daerah juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan desentralisasi,
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dekonsentrasi, dan tugas perbantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom
yaitu untuk melakukan:

a. Desentralisasi yaitu melaksanakan semua urusan yang semula adalah
kewewenang pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara
Kesatuan Republik In

b. Dekonsentrasi yaitufa alfswewenang pemerintahan oleh

) / iﬁ. Cli MUHQ ﬂ’\- intah dan/atau kepada
<g- ‘%‘p\&hs -&4 47\
? ca..\-

provinsi dan daerah kabupa san tersebut didasarkan pada
prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis
nasional urusan pemerintahan tersebutlah yang menjadi dasar pelaksanaan
otonomi daerah. Otonomi Daerah akan dibahas selanjutnya.Urusan pemerintahan

konkuren terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan pilihan.Urusan pemerintahan

wajib terbagi lagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan
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Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah sebagai berikut.
a. Pendidikan

b. Kesehatan

c. Pekerjaan umum dan penataan ruang

adalah sebagai

2. Pariwisata

3. Pertanian
4. Kehutanan
5. Energi dan sumber daya mineral

6. Perdagangan
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7. Perindustrian
8. Transmigrasi

C. Konsep Pencegahan

Peran masyarakat sangat diperlukan dalam melakukan pencegahan tindak

pidana di bidang perikanan, sehingga diperlukan mekanisme Sistem Pengawasan

R s

(KIA) serta tindakan illegal lain dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan
dan perikanan.

b. Petugas yang merima laporan dari Kelompok Masyarakat Pengawas
(POKMASWAS) melanjutkan informasi kepada Penyidik Pegawai Negeri
Sipil (PPNS), TNI AL, dan Satpol-Airut dan atau kapal inveksi perikanan,

karena penyidikan merupakan pintu gerbang masuknya perkara pidana.
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c. Koordinator Pengawas Perikanan natau Kepala Pelabuhan Perikanan yang
menerima data dan informasi dari nelayan atau masyarakat anggota
Kelompok Masyarakat Pengawas, melanjutkan informasi kepetugas
pengawas, seperti TNI AL, dan Satpol-Airut atau kapal inpeksi perikanan.

d. Berdasarkan laporan tersebut PPNS, TNI AL, Satpol-Airut dan instansi
terdekat lainnya mela
pengejaran dan pena

donesia (KII) dan Kapal
: hs MU'H- “ A, scbagai tersangka

dakan (penghentian dan pemerikasaan),

a) penangkapan ikan yang tidak melaporkan hasil tangkapan yang

sesungguhnya atau pemalsuan data tangkapan;
b) penangkapan ikan yang langsung dibawa ke negara lain (transhipment di

tengah laut)
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E. Dampak Unreported Fishing
Adapun dampak dari Unreported Fishing yaitu :
1) Dampak Ekonomi
Berdasarkan data dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (Food and

Agriculture Organization / FAO) menyatakan bahwa kerugian Indonesia akibat

o g ong masih memungkinkan untuk
. G’% MUH4 ,;f\
7 D nKASS 2 Y, -
N &‘m l y P

P
O
]
gl T-1C]
s S

+
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a perikanan yang terselamatkan
senilai Rp 381 miliar, dan nilai sumber daya ikan tersebut bila dikonversikan
dengan produksi ikan sekitar 43.208 ton. Berdasarkan data tersebut, setiap tahun
diperkirakan Indonesia mengalami kerugian akibat IUU Fishing sebesar Rp.
101.040 trilliun/tahun. Kerugian ekonomi lainnya,9 adalah hilangnya nilai

ekonomis dari ikan yang dicuri, pungutan hasil perikanan (PHP) akan hilang, dan
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subsidi BBM dinikmati oleh kapal perikanan yang tidak berhak. Selain itu Unit
Pengelolaan Ikan (UPI) kekurangan pasokan bahan baku, sehingga melemahkan
upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan daya saing produk perikanan .
2) Dampak Politik

Salah satu pemicu konflik atau ketegangan hubungan diplomatik diantara
negara-negara adalah permasalahe shing. Terutama mengganggu
kedaulatan Negara Kesat '/ gsia, (NKRI), menimbulkan citra
negatif, karena beb G ?15 M u H4 \, ampu mengelola sumber

S eSSy N

S\\‘;’L Al

42 %3280 ‘-'.‘i'c' ﬁ Al

b .\-‘; e

perhatikan dari mana pasokan
ikan berasal. Sebagai upaya untuk memperkecil konflik diantara kedua negara
maka dibutuhkan koordinasi dan saling menghargai kedaulatan negara, terutama

tentang eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya perikanan.
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3) Dampak Sosial

Kegiatan IUU Fishing di Perairan Indonesia, menjadi perhatian dan
komitmen Pemerintah untuk mengatasinya. Bagi Indonesia dan negara-negara di
kawasan Asia Tenggara, sektor perikanan dan kehutanan menjadi sumber utama

bagi ketahanan pangan di Kawasan tersebut.

Eksploitasi secara besar- an  dan drastis sebagai upaya utama
perbaikan ekonomi negar? \\ duduk menjadi alasan dan
penyebab utama / ?ks MUch éiﬁ\en,,- perikanan. Dampak
sosial m AS @ Jta para nelayan

./- : op n\' ebut akan

4 negara.

g, maka

-shipment, yang bertentangan
dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 tahun 2006, yaitu
mewajibkan hasil tangkapan ikan diturunkan dan diolah di darat. Saat ini banyak
kapal ikan Indonesia yang lebih memilik menjual hasil tangkapannya di wilayah
perairan Indonesia ke pihak luar (misalnya Perusahaan Pengolahan Ikan di

Philipina dan Taiwan) dibanding menyuplai untuk kebutuhan domestik.
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4) Dampak Lingkungan / Ekologi

Kebijakan Pemerintah terkait dengan penangkapan ikan harus memenuhi
aturan dan kriteria adanya Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), penetapan zona
penangkapan (fishing ground), jenis tangkapan ikan, jumlah tangkapan yang
sesuai dengan jenis kapal dan wilayah tangkap (total allowable catch), dan alat
tangkapnya. Aturan ini pada dasamf
agar sumberdaya hayati pe -'/

a 'mempunyai makna filosofis dan yuridis,

f ’\mﬂ[
‘;i ﬁfu w

' il.ff//’
Z

an tentang Code of Conduct
for Responsible Fisheries (CCRF) sangat membantu negara-negara yang
mengalami permasalahan [UU Fishing. Implementasi terhadap CCRF dalam
RPOA dan IPOA diharapkan dapat mengurangi kegiatan [UU Fishing di

Indonesia.
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F. Faktor Penyebab Unreported Fishing

Penyebab terjadinya unreperted fishing di perairan Indonesia pada
umumnya dan di Kepulauan Selayar pada khususnya tidak terlepas dari
lingkungan strategis global terutama kondisi perikanan di Negara dan Daerah lain

yang memiliki perbatasan laut dan sistem pengelolaan perikanan di Indonesia itu

sendiri. /\
. Faktor penyebab te an karena kegiatan melakukan

penangkapan 1 / Ps MUH-- ;?J\M.- akat nelayan untuk
i / FKASM-4 ’P@f‘? a dan kepribadian

di Kabupaten Kepulauan Selayar-melakukan-unreported fishing atau penangkapan

ikan yang tidak melaporkan hasil tangkapanya adalah sebagai berikut:

1) Belum sempurnanya sistem pengumpulan data hasil tangkapan/
angkutan ikan
2) Belum ada kesadaran pengusaha terhadap pentingnya menyampaikan

data hasil tangkapan/angkutan ikan
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3) Hasil Tangkapan dan Fishing Ground dianggap rahasia dan tidak untuk
diketahui pihak lain (saingan)

4) Lemahnya Ketentuan Sanksi dan Pidana

5) Wilayah kepulauan menyebabkan banyak tempat pendaratan ikan yang

sebagian besar tidak termonitor dan terkontrol

6) Unit penangkapan di b

7) Sebagian besar pertise wlikd armada penangkapan

memiliki pela ¢/{ Eﬁ,ﬁ MUH44 \
Vo5 "

K
T > B AS'S 6 @ ndan kepada

-gé} \%%K I A o p

s \wllhyg/

<4
Orai produx b u “Ii-h#l_'-ll!l" £s) J‘(ﬁ' T DeTh
s *@' T N

0,

8)

seperti tuna. Hal ini

anapun dengan cara
legal atau IUU.

2. Disparitas (perbedaan) harga ikan segar utuh (whole fish) di negara lain
dibandingkan di Indonesia cukup tinggi sehingga membuat masih adanya
surplus pendapatan.

3. Laut Indonesia sangat luas dan terbuka, di sisi lain kemampuan pengawasan

khususnya armada pengawasan nasional (kapal pengawas) masih sangat
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terbatas dibandingkan kebutuhan untuk mengawasai daerah rawan. Luasnya
wilayah laut yang menjadi yurisdiksi Indonesia dan kenyataan masih sangat
terbukanya Zona Ekonomi Eksklusive Indonesia yang berbatasan dengan laut
lepas (high seas) telah menjadi magnet penarik masuknya kapal-kapal ikan

asing maupun lokal untuk melakukan unreported fishing.

4

4. Masih terbatasnya sarana dag pengawasan serta sumber daya

manusia pengawasan,ktus fitas. Sebagail gambaran, sampai
( fcrdap 3 P ‘q Yanan (PPNS Perikanan)

Indonesia telah
mengakibatkan kerugian yang-besar bagi-indoncsia. halnya Overfising,
Overcapacity, ancaman terhadap kelestarian sumberdaya ikan, iklim usaha
perikanan yang tidak kondusif, melemahnya daya saing perusahaan dan
termarjinalkannya nelayan merupakan dampak nyata dari kegiatan Unreported
fishing. kerugian lain yang tidak dapat dinilai secara materil namun sangat terkait

dengan harga diri bangsa, adalah rusaknya citra Indonesia pada kancah
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international karena dianggap tidak mampu untuk mengelola perikanannya
dengan baik.

Saat ini Unreported fishing di Indonesia masih belum bisa 100%
diberantas, Meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang perikanan

dan segala tindak pidananya bagi yang melanggar, para pelaku Unreported fishing

masih terus melanjukan aksinya. Jika ditinjau kembali, ada banyak faktor yang

menyebabkan hal itu tejadi
Pasal q P 5 M U Hiq yr thatikan nasib nelayan
/ P(KA q 'ﬂ;\ Dalam pasal 29

ﬁy ._ | = \\""‘l’h}f!

_W‘!'l

ersebut dapat menimbulkan
persaingan Internal (perang) antar para nelayan Indonesia sendiri, karena semakin
sedikitnya wilayah mereka untuk mencari ikan. (Asshiddiq 2012)

Selain faktor perundang-undangan, ada beberapa faktor lain yang

menyebabkan para pelaku Unreported fishing terus beraksi. Diantaranya :
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a. Krisis ekonomi yang berkepanjangan yang melanda Negara Republik
Indonesia langsung atau tidak langsung memicu masyarakat golongan
ekonomi lemah untuk mencari peluang yang dapat dijadikan mata
pencaharian.

b. Penegakan hukum mengenai Unreported Fishing yang belum berjalan secara

optimal. penegakan huku kejahatan Unreported Fishing

merupakan wewena ai*vaitu : Polisi, Polisi Kehutanan

bo erapa kondisi yang

' v{’i E‘\ i Sl
: G", | ", SI_ @d‘? o at berjalan
Jengawasan

menjerat penyelidikan dan

penyidika ang dilakukan oleh
aparat penegak hukum belum mampu secara keseluruhan membuktikan
pelaku utama yang membiayai kegiatan tersebut, namun masih berputar-putar
pada pelaku lapangan yang notabene adalah pekerja teknis.

d. Belum seimbangnya alokasi dana penyelidikan dan penyidikan

dibandingkan beban kerja. Aktifitas penyelidikan dan penyidikan kejahatan
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Unreported fishing membutuhkan dana yang relatif besar terutama untuk
investigasi lapangan. Kondisi pendanaan sekarang dirasakan belum maksimal
untuk menunjang beban kerja yang harus dilakukan.

e. Keputusan pengadilan untuk kasus Unreported fishing belum maksimal

menimbulkan efek jera. Idealnya suatu kejahatan akan berkurang ketika

hukuman yang diberik kan efek jera. Kondisi sekarang,
hukuman bagi terdak®a :

Ak stan Unreported Fishing belum
Kq; eTy Sc /L anguamnya tidak takut untuk

kg P e 7

o

3@‘% 0o dilakbkan oleh
£ o ) '

i TAKAMR S

akat, diantaranya:

Adapun beberapa tujuan so

a. Untuk mengetahui nilai-nilai maupun norma-norma yang ada dalam
masyarakat, sehingga nantinya dapat digunakan sebagai pengetahuan yang
diperlukan untuk kelangsungan hidup bahwa di dalam masyarakat dirinya

sebagai anggota dari masyarakat
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b. Untuk membantu mengendalikan berbagai fungsi organik, yang dipelajari
dari latihan mawas diri yang baik dan tepat.

c. Untuk mengetahui lingkungan sosial dan budaya baik itu tempat seorang
individu tinggal maupun lingkungan sosial yang baru supaya dirinya

terbiasa dengan nilai maupun norma yang berlaku di dalam masyarakat.

d. Untuk  melatih kunikasi secara  baik  dan
mengembangkan &€ kemampuan bercerita,

i‘b:{‘ lqgﬁﬁﬁgwr s : ilai dan

B \Wab e

R
g e A
yara .'!:%‘?ﬁﬂ? {i_ﬁ‘;_{;‘

.Tﬂ N e\
R v | \\.n

a Al “rgenal, mengakui

dalam masyarakat.
b. Dari segi kepentingan masyarakat

Sosialisasi bertujuan sebagai alat untuk pelestarian, penyebarluasan dan
mewariskan nilai, norma serta kepercayaan yang terdapat di dalam masyarakat.
Sehingga nilai-nilai, norma-norma dan kepercayaan tersebut dapat terpelihara oleh

semua anggota masyarakat.
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Adapun tujuan dari bersosialisasi secara umum, diantaranya sebagai berikut :

1) Untuk membentuk pola perilaku dan kepribadian seorang individu
berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat.
2) Untuk menjaga kerukunan dan keteraturan hidup dalam bermasyarakat

yang berdasarkan keragaman ,pola tingkah-laku, nilai dan norma yang

diajarkan.

3) Dan untuk merija o5 3l
f pf.‘.‘.i W'Ul"fA 47
&PKAQ fq apa cara seperti

S \\\dﬂ M/ v A

1 .
4'1:»*:: ;, "-ﬂul van media

mengenal, menerima dan menyesuaikan dirinya dengan nilai-nilai maupun norma-
norma yang berlaku di dalam masyarakat. Bukan hanya itu saja, sosialisasi juga
memiliki manfaat untuk melestarikan, menyebarluaskan dan mewariskan nilai-

nilai, norma-norma dan kepercayaan yang ada di dalam masyarakat supaya tetap

terjaga serta terpelihara oleh semua anggota masyarakat.
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2. Pengawasan
Pengertian pengawasan jika kita lihat dari asal kata dasarnya “awas”
maknanya mengajak agar seseorang atau beberapa orang dalam melakukan
sesuatu kegiatan penuh dengan kehati-hatian, sehingga tidak terjadi kesalahan

atau kekeliruan. Kemudian diberikan awalanpe” atau sisipan”ng” dengan akhiran

“an”, maka terciptalah kata d

pemikiran manusia dengan*ia beda-beda antara pemikiran atau
o ‘/ﬂ{pﬁ MUH/,I,.\.,\ iy
" ip».\( U

\\ H'hf/

‘q‘\i*' i tentang g

imana dalam perkembangannya dalam

tadi sehingga amatan tersebut dapat diambil
tindakan untuk memperbaikinya demi tercapainya wujud semula.

Siagian (dalam Indonesia 2017), mengatakan sebagai berikut
pengawasan ialah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan

organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan

berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.
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Ukas (2004) menyebutkan tiga unsur pokok atau tahapan-tahapan yang

selalu terdapat dalam proses pengawasan, yaitu:
1. Ukuran-ukuran yang menyajikan bentuk-bentuk yang diminta. Standar
ukuran ini bisa nyata, mungkin juga tidak nyata, umum ataupun khusus,
tetapi selama seorang masih menganggap bahwa hasilnya adalah seperti

yang diharapkan.

yang dihadapi pada tahap pela

3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau
berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam
lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan

bernegara. (Asshiddiqie, 2012).



29

Penegakan hukum (law enforcement) dalam arti luas mencakup kegiatan
untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum
terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh
subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase

dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (alternative desputes or conflicts

-bih luas lagi, kegiatan penegakan

resolution). Bahkan, dalam
difmaksudkan agar hukum sebagai

hukum mencakup pula_seGai \

perangkat kaedakh ;Kf‘ Fg-:' MUHA& a subjek hukum

dalam ¢ (1 P\K’AS‘ 4, enar ditaati
-}. ! .

= H\\\d ihf - ’

%‘ an{
N

ancaman) peng atau keperdataan
untuk mencapai penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum
tanpa terkecuali oleh semua pihak dan individu.

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarakan di dalam kaidah-kaidah

yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir,
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untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan
hidup. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan
penerapan diskreasi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat
diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka Lafavre menyatakan, bahwa

\

1 .
194 3&‘5} 1 ils alam arti

upaya aparatur pencgakan-hukum terientuuntuk menjamin dan memastikan
bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.
2. Ditinjau dari sudut objeknya
Yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup
makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu

mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi
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aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut
penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan
perkataan ‘law enforcement’ ke dalam bahasa indonesia dalam menggunakan

perkataan ‘penegakan hukum’ dalam arti luas dan dapat pula digunakan

dan bernegara.

H. Kerangka Pikir

Strategi Pemerintah Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan) sangat
penting dalam pencegahan unreported fishing. Indikator Strategi Dinas Kelautan
dan Perikanan yaitu : (1) sosialisasi, (2) pengawasan, (3) penegakan hukum.

Apabila strategi pemerintah daerah sudah berjalan sesuai indikatornya maka



32

unreported fishing akan dapat dicegah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat bagan
berikut :

Bagan KerangkaPikir

Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan
Unreported Fishing Di Kabupaten Kepulauan Selayar

UU No. 31 Tahun U No. 45 Tahun 2009

I. Fok ry
Fo ! ah, kemudian
dirumuskan ri dalam tinjauan
pustaka. Adap n masalah adalah :
1. Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Unreported Fishing di
Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Faktor yang menyebabkan terjadi Unreported Fishing Di Kabupaten

Kepulauan Selayar.
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J. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian maka dapat digambarkan tentang strategi
Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam pencegahan unreported
fishing yang dapat di defenisikan sebagai cara atau usaha yang dilakukan untuk
untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan

g telah di tentukan dan untuk
mareported fishing di Kabupaten

sebagainya sehingga dapat
mengetahui faktor yang met;

tangkap (total allowable catch).

2. Pengawasan terhadap unreported fishing
Guna mencapai tujuan perikanan lestari, Menteri Kelautan dan
Perikanan berencana melakukan pembatasan wilayah penangkapan ikan.
Penangkapan ikan hanya boleh dilakukan di wilayah lebih dari 4 mil dari

pantai. "Di bawah 4 mil, hanya untuk konservasi, pariwisata, tidak boleh
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ada penangkapan. Tak hanya itu, pembatasan ukuran kapal yang beroperasi
di zona tersebut dibatasi di bawah 200 GT (gross tone).Dari data yang
dihimpun Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Kajiskan)

bersama Balitbang KKP, potensi perikanan yang berkelanjutan atau

maximum sustainable yield (MSY) dari 11 wilayah pengelolaan perikanan

berbasis budi daya.

h. Pembudidayaan ikan dan perlindungannya.

i. Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta
lingkungannya.

j-  Ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap.
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k. Suaka perikanan.

1.  Wabah dan wilayah wabah penyakit ikan.

m. Jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan
dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia.

n. Jenis ikan yang dilindungi.

3. Penegakan hukum terhadap uz ng
Ketentuan pid / d

: i& ?"‘5 M j H q 000,dimana dalam Pasal
@ ¢ Mi\vgh ;\,. |

\\1‘iil'l }#/
e

iatur secara khusus di dalam

0/KB/DEP.KP/2003 atau No.Pol:
B/4042/VI11/2003 tentang Penegakan Hukum di Bidang Kelautan dan
Perikanan didasari bahwa Departemen Kelautan dan Perikanan merupakan
pihak yang bertanggung jawab dalam pegelolaan kegiatan perikanan
tangkap, perikanan budi daya, pengawasan sumber daya kelautan dan

perikanan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan pemasaran,
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pemberdayaan pesisir dan pulau-pulu kecil serta riset kelautan dan
perikanan. Sementara itu pihak kepolisian merupakan pihak yang
bertanggung jawab dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan

pelayanan kepada masyarakat serta melindungi kepentingan nasional

m‘hl.f//

NN g oY
R

e
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini berlangsung selama dua bulan setelah selesai ujian seminar

proposal. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Selayar,

lasan untuk mengetahui strategi
hi .

Pemerintah Daerah ing atau penangkapan ikan
i apork .4..'-- M u qu \ abupaten Kepulauan

Kantor Dinas Kelautan dan Perikan

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini bersifat deskriftif yaitu untuk mendeskripsikan serta
mengkaji data yang di peroleh dari hasil wawancara mendalam, observasi maupun
dokumentasi dan studi kepustakaan. Penelitian ini di sesuaikan dengan masalah

yang akan di bahas penulis yang menyangkut studi kasus mengenai Strategi

37
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Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Unreported Fishing Di Kabupaten
Kepulauan Selayar, kiranya menggunakan pendekatan kualitatif.
C. Sumber Data

Peneliti juga mengumpulkan data yang diperoleh atau bersumber dari data-

data yang sudah diolah dalam bentuk dokumen, arsip, dan informasi tertulis yang

relevan dengan objek pe ang Strategi Pemerintah Daerah Dalam

Pencegahan Unreportea

e e
S

% .'|l!;-

api informasi yang

telah dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan pegawai Kantor
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar. Data sekunder

terutama diperoleh melalui dokumentasi.
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D. Informan Penelitian

Adapun Informan dalam penelitian ini berdasarkan purposive sampling
atau sengaja memilih orang-orang yang dianggap dapat memberikan informasi
yang akurat sesuai maksud dan tujuan peneliti yaitu mengenai pencegahan

unreported fishing. Adapun tabel informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

No. Nama Jabatan Jumlah

Afrianto

el L%

— ffins li"“i:
U T U™
Ty 1 —

' al

Ada beberapa cara atau teknik pengumpulan data yang di lakukan penulis
sebagai berikut:
1. Observasi, penulis melakukan penelitian langsung ke objek penelitian

untuk melihat aktivitas sesungguhnya yang dilakukan oleh pemerintah

dalam pencegahan unreported fishing.
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2. Wawancara, penulis mengadakan dialog langsung dengan informan yang
dinilai dapat memberikan informasi yang akurat dan tepat mengenai hal
yang menyangkut kebijakan dalam pencegahan unreported fishing di
kawasan Kepulauan Selayar, pertanyaan yang disampaikan penulis secara

lisan dan terstruktur, agar fokus pembicaraan terarah kepada

pengungkapan masalah penétgahan unreported fishing serta klasifikasi

data sekunder.

'¥,;

\\\d‘! hff
""'-: <

analisa de
berbagai su
catatan lapang: Htihe 0 e againya. Unit analisis
dari penelitian dan Perikanan serta pihak yang
dapat memberikan keterangan yang berhubungan dalam penelitian.

Analisis Data Kualitatif adalah suatu proses analisis yang terdiri dari tiga
alur kegiatan yang terjadi bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan

penarikan kesimpulan atau verifikasi. Proses Reduksi Data adalah merupakan

suatu proses pemilihan pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi
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kasar yang manual dari catatan-catatan dilapangan. Penyajian Data adalah
merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya
penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dengan melihat penyajian-
penyajian kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan yang harus
dilakukan. Menarik Kesimpulan adalah memulai mencari data dengan mencari

arti benda, mencatat keteralasan, konfigurasi yang mungkin
alur sebab akibat dan : )

Peneliti mengajukan pertanyaan pada satu atau lebih partisipan untuk tujuan

seperti yang telah dijelaskan di atas. Aktivitas ini juga dilakukan untuk
mengambil temuan kembali pada partisipan dan menanyakan pada mereka
baik lisan maupun tertulis tentang keakuratan laporan penelitian. Pertanyaan

dapat meliputi berbagai aspek dalam penelitian tersebut, misalnya apakah
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deskripsi data telah lengkap, apakah interpretasi bersifat representatif dan
dilakukan tanpa kecenderungan.
2. Pencermatan Pengamatan
Data yang diperoleh peneliti di lokasi penelitian akan diamati secara cermat
untuk memperoleh data yang bermakna.Oleh karena itu, peneliti akan
memperhatikan secara cermat#ajp?
memperoleh data yas s/
3. Triangulasi ((PS : MUHAM
.@:5"&@5# SS.q

&

ang terjadi dilapangan sehingga dapat

(u pengambilan data
yang berbeda agar data yang diperoleh lebih akurat dan kredibel dari

setiap hasil wawancara yang telah dilakukan pada informan.



BAB 1V
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi atau Karakteristik Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Selayar
Kabupaten Kepulauan Selayar dahulu adalah Kabupaten Selayar,
perubahan nama berdasarkan /\' ntah Nomor 59 Tahun 2008. Ibu
kota Kabupaten Keg “ P‘E !'I;n,c_ U }f‘m . Kabupaten Kepulauan
q P‘L{_ .I’niES 4\ 41'. i Rrovinsi Sulawesi

\:!_I"
A

eeaiinals sik g ahrkepulauan yang meliputi
Kecamatan Pasimasunggu, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kecamatan
Takabonerate, Kecamatan Pasimarannu dan Kecamatan Pasilambena.
Secara geografis, Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada koordinat
(letak astronomi) 5°42' - 7°35' Lintang Selatan dan 120°15' - 122°30' bujur timur
yang berbatasan dengan:

a) Sebelah Utara : Kabupaten Bulukumba dan Teluk Bone

43
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b) Sebelah Selatan :Provinsi Nusa Tenggara Timur
c) Sebelah Timur : Laut Flores (Provinsi Nusa Tenggara Timur)
d) Sebelah Barat :Laut Flores dan Selat Makassar

Gugusan pulau-pulau yang berjumlah 123 buah baik pulau-pulau besar

maupun pulau-pulau kecil yang membentang dari Utara ke Selatan. Luas Wilayah

Kabupaten kepulauan Kepulauan 24.575.000 Km? Km? yang terdiri dari

h
\&\h
Pt ebutd Nestialndy
N/ "\ o o)
,:---3\ . * & ; |
| : KPD) dibentuk

berdasarkan Pet pé o Sela ahun 2016 tentang

Kepulauan §¢
Kedudukan Organisasi, Tugas da serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Selayar. Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu
SKPD memiliki peranan yang sangat besar dalam mengawal sejumlah agenda
strategis dalam optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan agar
berkontribusi maksimal terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dan

nasional, khususnya peningkatan kesejahteraan pelaku utama perikanan.
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3. Visi dan Misi Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab. Kepulauan Selayar
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan, maka
visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut :

a. Visi

“Terwujudnya  Masyarakat Maritim yang  Sejahtera  Berbasis

NilaiKeagamaan dan Kultural.”

3. Mewujudkan Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Daerah Serta
Sentra Pertumbuhan di Sektor Agrobisnis dan Agromaritim yang

Berbasis pada Ekonomi Kerakyatan.
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4. Struktur organisasi Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab. Kepulauan

Selayar
Kepala Dinas
Kelompok Jabatan Sekertaris
Fungsional
“‘*’n h Sub Umum Dan Sub Hukum
\ Kepegawaian Perencanaan dan
S NI U HA M Pelaporan
Bidang Pemberdayaa ™0 a7 1) i Bidang Perikanan

Nelyan Kecil Dan
Perikanan Tangkap

Budidaya

Seksi Pengelolaan

Seksi Pendamping Kawasan Budidaya

Nelayan Kecil

Seksi Pengelolaan

Seksi Kemitraan Usaha Lahan Dan Pakan

Nelayan Y

| T
e e m“m_m,’ Seksi Perbenihan

Seksi Pembinaan z “ TPI
Penyelenggaraan
Kelembagaan Nelayan Pembudidaya Tkan
UPT BBI Baloiya

Sumber: Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab. Kepulauan Selayar, 2017
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5. Tugas dan fungsi Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan
Kab. Kepulauan Selayar

a. Kepala Dinas :

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas

Bupati dalam menyelenggarakan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Kelautan

dan Perikanan.

b. Sekertaris "P‘S MUH 4
a2« ANKAS -S

*& '
g ‘Q\du
1'"" "!'a.,."w@:» 4&&.’!’!

X0,

yang diberikan pimpinan.

d. Kepala Sub Bagian Hukum dan Perencanaan mempunyai tugas :
1. Menyiapkan dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan di
bidang Kelautan dan Perikanan, melaksanakan fasilitasi penyusunan
konsep rancangan peraturan dan keputusan di bidang Kelautan dan

Perikanan;
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2. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penegakan peraturan perundang-
undangan;

3. Melaksanakan kegiatan sosialisasi di bidang Kelautan dan Perikanan;

4. Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan perencanaan di bidang

Kelautan dan Perikanan; dan

5. Melaksanakan tugas lain yafig ‘diberikan pimpinan.
e. Kepala Sub Bagian k -/ \'\ as
/ pS MUH4 a%\
"5 \i pKAS &4

',f",-Y
ovu ﬂh
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pokok tersebut
penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi
serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil, dan menyiapkan
rancangan kebijakan teknis di bidang Perikanan Tangkap yang menjadi

Kewenangan Kabupaten.

g. Kepala Seksi Kemitraan Usaha Nelayan Kecil mempunyai tugas dan fungsi :

1. Menyusun program dan kegiatan seksi Kemitraan Usaha Nelayan Kecil
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. Melaksanaan program dan kegiatan seksi Pendampingan Nelayan Kecil;

. Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan
pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha,

. Memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan

ecil; dan

. Melakukan Pengumpulan-—data;~identrfike isis, penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan
pelaksanaan pembinaan kelembagaan nelayan kecil

. Melakukan Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan
evaluasi program dan kegiatan pejabat non structural dalam lingkup seksi

Pembinaan Kelembagaan Nelayan Kecil;
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5. Menginventarisasi, mensistimasi, menganalisis, dan menyajikan data yang
berhubungan dengan pembinaan kelembagaan nelayan kecil;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
i. Kepala Seksi Pendampingan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan mempunyai

tugas dan fungsi :

1. Menyusun rencana kegiaf?

Pembudidayaan [kafis
2. Mela 4
r, e @@
/ ; ;- h\' D
=
o e W

j- Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidaya Ikan Mempunyai
tugas pokok:Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan

usaha kecil pembudidayaan ikan.
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k. Kepala Seksi Pendampingan Usaha Kecil Pembudidayaan lkan mempunyai
tugas dan fungsi :
I. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pendampingan Usaha Kecil
Pembudidayaan Ikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

2. Melaksanakan pengumpulan data,identifikasi,analisis,penyiapan bahan

perumusan dan pelaks kan,evaluasi serta pelaporan pelaksanaan

pendampingan usaha*ke
%

\

Ikan sebagai pedoman dala

data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha,
Melaksanakan pemberian kemudahan akses IPTEK dan Informasi kepada usaha

kecil pembudidayaan ikan, Melakukan promosi potensi pengembangan usaha



52

kecil pembudidayaan ikan, Memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebijakan.
j- Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan
mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pembinaan Kelembagaan Usaha Kecil

doman dalam pelaksanaan tugas.

Pembudidayaan Ikan s \

54 \\mﬁiw

;‘Tl Hb of |f il'rhjj"I

penerbitan SI i bi embudidayaan-tkan yang usahanya dalam 1 (satu)

daerah kabupaten serta pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan
(TPI).
1. Kepala Seksi Penerbitan SIUP Pembudidayaan lkan mempunyai tugas dan

fungsi:
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1. Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan
penerbitan SIUP dibidang pembudidayaan Ikan

2. Melaksanakan verifikasi dokumen kelengkapan pengurusan SIUP

pembudidaya ikan;

3. Melakukan cek fisik sarana n prasarana pembudidaya ikan untuk

penerbitan SIUP;

T
an verifikasi dokuincn kel
D, 77NN _»
\ ‘Q . ﬂfé

UPI dan KPIH;

n. Kepala Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI mempunyai tugas dan

fungsi:
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1. Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan
pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI

2. Melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan, pembinaan, pengamanan dan

pengendalian TPI ;

3. Melakukan penarikan retribis’dan menyetorkan hasil retribusi serta

laporan kegiatan ;

. Menjalankan. i 15 MUHA iy ama, TPI, Melaksanakan

Q/‘ “\b\KAS 91‘4 ajikan data dan
K

e \\ﬁmf:!/f
B A

n Kab.Kepulauan

clamin dapat dilihat

pada tabel berikut :

Tabel 1 jumlah Jenis pendidikan dan jenis Kelamin Pegawai pada Kantor Dinas

Kelautan Dan Perikanan Kab. Kepulauan Selayar :

No. Pendidikan Laki-laki Perempuan Jumlah
Pegawai
1 SD - - -
2 SLTP - - -
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3 SLTA 8 4 12
4 DI - - -
5 DII - - -
6 DIII 2 2 4
7 Sarjana (S1) 18 15 33
8 Pasca Sarjana (S2) 5 3 8
Total 57

Sumber: Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab. Kepulauan Selayar, 2017

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat diketahui jumlah sumber daya aparatur

pada Kantor Dinas Kelautan42%

norma sosial yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud supaya dapat
diterima oleh masyarakat.

Sosialisasi yang dimaksud dalam penelitian adalah merupakan suatu cara
untuk memberi pemahaman kepada masyarakat tentang dampak dari kegiatan
unreported fishing yang dapat merugikan daerah akibat eksploitasi sumber daya

perikanan secara besar-besaran tanpa memenuhi aturan dan kriteria Surat Isin
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Penangkapan Ikan (SIPI), penetapan zona penangkapan, jenis tangkapan ikan,
jumlah tangkapan yang tidak sesuai dengan jenis kapal dan wilayah tangkap (total
allowable catch).

Kasus Unreported Fishing dalam perkembangan kearah pemakaian jenis

alat tangkap yang lebih besar mengindikasikan bahwa kegiatan nelayan tangkap

berproses menuju moderenisasi tapi -1'k penangkapan dan yang lainnya
akan berdampak negative :4‘/ istem laut. dalam hal ini
sosialisasi merupa JK h‘a MUH ) ﬂq’ preses penegakan hukum,

aﬁ" \“N‘»AS S

o= ..i’lhr.
l,.. - w\-;.;“ A J,‘:I"f/

AN

zlq 'iFl at. Sosialisasi

I masyarakat
kurangnya

dilakukan sebagai sala egahan terjadinya Unreported
Fishing. Berikut hasil kutipan wawancara penulis dengan Satpol-Airut Resort
Kab. Kepulauan selayar mengenai mengatasi pelaku Unreported Fishing dalam
hal sosialisasi :
“untuk menertibkan nelayan dalam memanfaatkan sumber daya alam
kami melakukan sosialisasi di tiap-tiap desa tentang tata ruang pada

setiap kawasan di kabupaten kepulauan selayar untuk menerapkan
penegakan hukum secara tegas dan pasti dengan melakukan sosialisasi
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secara langsung kepada masyarakat”.( Hasil wawancara dengan R , 5 Juni
2017)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwa Satpol-
Airut Resort Kabupaten Kepulauan Selayar dalam hal ini untuk menertibkan
nelayan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu dengan melakukan

sosialisasi secara langsung kepada masayarakat tentang penataan ruang pada

kawasan di Kabupaten kepula 5 a™Dengan adanya sosialisasi di tiap-tiap

i, \4

_*-.-:.-i‘
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Zhiy 5 ]
uk menambah 1

Dilihat berdasarkan hasil wawancara penulis diatas telah kita ketahui bahwa
sosialisasi dalam masyarakat nelayan untuk melakukan cara mencari ikan dengan
cara yang benar dan hasil tangkapannya harus di laporkan. Berikut tambahan
pernyataan masyarakat nelayan :

“ Kami sebagai masyarakat nelayan merasa sangat terbantu dengan adanya

sosialisasi yang dilakukan dari pemerintah karena adanya sosialisasi
tersebut, selain kami mendapat pemahaman langsung dari pemerintah
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kami juga merasa lebih dekat dengan pemerintah kami.”” (Hasil
wawancara DA | 3 juni 2017).

Berdasarkan pernyataan wawancara diatas, penulis melihat masyarakat
nelayan sejalan dengan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan

Perikanan karena selain masyarakat nelayan memperoleh pemahaman tentang

unreported fishing, masyara t dan punya hubungan emosional
dengan aparatur pemerintatas ailhasil wawancara dengan Kepala

"\‘g&@

Jumlah Kapan Perz
a. Perahu Tanpa Motor

1.262
b. Motor tempel >5 GT 2.229
c. Kapal Motor 2.895

Sumber: Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab. Kepulauan Selayar, 2017
Dilihat dari data jumlah hasil tangkapan ikan yang penulis peroleh di
Dinas Kelautan Dan Perikanan jumlah produksi ikan di tahun 2015 sebanyak

24.092,6 Ton dan jumlah ikan yang di laporkan pada bulan terakhir desember
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2016 sebanyak 24.155,8 Ton.

Hasil dari penelitian penulis, dalam indikator sosialisasi ini sudah
terpenuhi, dilihat dari observasi penulis dilapangan dan realita yang ada
dimasyarakat. Dengan adanya sosialiasi ini terjadi perubahan pola pikir sebagian

masyarakat nelayan untuk melaporkan hasil tangkapannya dan pihak aparatur

yang melakukan sosialisasi langsus p desa tentang tata ruang pada
setiap kawasan di kabupa r/ tuk menerapkan penegakan
hukum secara tee#' /‘; W‘\ an hasil tangkapannya

'& PKASS 4 /]f
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Pengawasan yang d an ini adalah merupakan suatu
langkah dalam melaksanakan kegiatan patroli di sekitar lingkungan menurut rute
dan waktu tertentu dengan maksud mengadakan pemantauan dan pemeriksaan
terhadap barang, orang atau tempat yang mencurigakan yang diperkirakan dapat

menimbulkan ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban. Adapun langkah-

langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Kelautan dan
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Perikanan, pol-airut Kabupaten Kepulauan Selayar apabila terjadi suatu
pelanggaran penangkapan ikan di Kepulauan Selayaryakni dengan melakukan
penyelidikan serta mengamankan tempat kejadian perkara dan barang bukti yang
telah ditemukan dalam kegiatan pengawasan ini..

Pengawasan dalam penelitian ini adalah Guna untuk mencapai tujuan

perikanan lestari, Menteri df'-r erikanan telah melakukan pembatasan

A

wilayah penangkapan ikanw” i dnya boleh dilakukan di wilayah
lebih dari 4 mil derf ganict [‘F?* MU H.Q r:-\ :
Kepulauan ./@‘Ql- FKASS4
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W
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anglcapan ikan, inihanya4be antai.
Vs %:I‘?&""%’w% & rjgdinya
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1.0 as CalFd " I\..-3 j

Kepulauan Selayar di ruma

“Kami pernah melakukan kegiatan gelar patroli bersama dengan salah
satu anggota Pol-Airut guna untuk mengawasi nelayan di kawasan yang
sering terjadi tindakan atau kegiatan penangkapan ikan untuk melihat
secara langsung aktifitas masyarakat nelayan dalam menangkap ikan.”
(Hasil wawancara dengan SA, 6 Juni 2017)

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwa

dalam hal ini pihak polairut sebagai lembaga pengawas dan keamanan tidak hanya
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melibatkan instansi atau lembaga yang terkait akan tetapi juga melibatkan tokoh

masyarakat setempat dalam hal pengawasan terhadap pelaku unreported fishing.
Berikut hasil tambahan kutipan wawancara penulis dengan Satpol-Airut

Resort Kepulauan Selayar :

“Dalam hal pengawasan kami dari Kepolisian sangat berperan penting

untuk menjalankan tugas dan fi ngsi sebagai aparat penegak hukum untuk

melakukan pengawasan, p an dan penangkapan terhadap pelaku

penangkapan ikan yangaic aggakkan hukum dan menindak tegas
o "‘"m : orted fishing sesuai dengan

ﬁ
’6“! d rﬂ*
\*@ 1 / ig '\

menjalankan tugas dan fungsinya beserta seluruh instansi yang terkait untuk
melakukan pemantauan, pengawasan dan melakukan penangkapan terhadap
pelaku penangkapan ikan yang melebihi batas muatan dan yang lainnya dengan
cara operasi khusus seperti operasi funsional dan operasi gabungan. selain itu

Kepolisian dan Dinas kelautan dan perikanan serta Polisi Laut Kabupaten
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Kepulauan Selayar juga melakukan pemerikasaan terhadap kapal yang belum
menggunakan Surat [zin Berlayar saat melakukan gelar patroli.

Berikut hasil kutipan wawancara penulis dengan salah satu masyarakat
nelayan yang ditemui saat pembongkaran muatan di pelabuhan Benteng yang

berdekatan dengan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kabupaten Kepulauan selayar :

Selain itu Kepala Kelautan dan Perikanan serta Satpol-Airut Resort yang

melakukan pemerikasaan terhadap kapal yang belum menggunakan Surat Izin
Berlayar, saat melakukan gelar patroli. Berdasarkan hasil wawancara dari
berbagai informan diatas mengenai pengawasan, kiranya perlu adanya suatu
kejelasan dari suatu pihak mengenai hal tersebut, maka dari itu penulis melakukan

wawancara dengan salah satu anggota Polairud Kabupaten Kepulauan Selayar.
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“Dalam mengatasi hasil penangkapan ikan yang tidak dilaporkan, Kami
dari Satuan Satpol-Airut Resort Kepulauan Selayar telah menyusun jadwal
Patroli yang minimal dalam satu bulan sebanyak tiga kali kami melakukan
Patroli tersebut untuk melakukan pemantauan dan penangkapan terhadap
pelaku penangkapan ikan yang langsung menjualnya ke luar daerah tanpa
melaporkan hasil tangkapannya terlebih dahulu” (Hasil wawancara dengan
R, 8 Juni 2017).

Berdasarkan dari pernyataan diatas, penulis melihat pihak dari satuan

Satpol-Airut Resort kepulau menyusun agenda patroli yang minimal

dalam satu bulan tiga.¥al melakukan pemantauan serta

A $MUH\
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bahwa kegiatan pengawasan terhadap kawasan melalui patroli yang dilakukan
oleh pemerintah khususnya Satpol-Airut Resort dan yang lainnya tidak
memberikan kepuasan terhadap masyarakat mengenai upaya pengawasan pada
wilayah laut kepulauan Selayar untuk menekan tindakan nelayan pelaku

Unreported Fishing.
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Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis
dilapangan, penulis dapat menyimpulkan bahwa hasil penelitian dalam indikator
pengawasan ini berjalan tidak efektif, ini di karenakan masih adanya kendala yang
dihadapkan dalam pengawasan Unreported Fishing ini salah satunya ialah tidak

memberikan kepuasan kepada masyarakat, serta patroli yang dilakukan oleh

nelayan yang melak aldikarenakan patroli-patroli yang

’{W‘V A WL Al ya atau
" d

karena masih Hoton TSIl f: akapat sesuai dengan hasil
tangkapan yang sesungg crdampak pada data ikan yang
dilaporkan ke pusat tiap tahunnya dalam hitungan ton. Kabupaten Kepulauan
Selayar mempunyai potensi sumberdaya perikanan yang cukup besar menarik
untuk dikaji karena Unreported fishing di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan

Selayar ini memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang digolongkan sebagai

kejahatan menurut adat kebiasaan. Baik dari segi pelaku, tempat kejadian, maupun
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dampak yang ditimbulkannya. Perlunya dilakukan peningkatan kemampuan
maupun kompetensi Sumber Daya Manusia khususnya ditingkat penuntutan dan
pengadilan sehingga dalam proses penyelesaian atau penegakan hukum terhadap
kasus Ureported fishing dapat dilakukan secara profesional dan tepat sasaran.

Sebelumnya diatur berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31

Tahun 2004 tentang Perikanan. sarkan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 45 Tahwfl 2( dang-Undang Nomor 31 Tahun
ika / p,w M U qu ‘;‘é\ syarat-syarat pemberian
\l p(K \SS

2009 tentang Perikana

“Surat Izin penangkapan ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI, adalah izin

tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan
pengkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP”.

3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang Selanjutnya disingkat SIKPI, dalam

UU No. 45 tahun 2009 tentang perikanan, Pasal 1 angka 18 berbunyi:
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“Surat izin kapal pengangkut ikan yang selajutnya disebut SIKPI, adalah
izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan
pengangkatan ikan”.

Namun dilihat dari masih adanya faktor yang teridentifikasi sebagai

penyebab terjadinya Unreported fishing di perairan Kabupaten Kepulauan

Selayar. diantaranya:

(1) Luasnya potensi la
(2) Nelayan dz : ﬂ‘ir‘\ﬁ' MUH{& '4 yas\lanusia (SDM),
(3)Ha \ '&KA Sﬁ 474

,/ R & %S
. " 3 \\ Al ;hf//

‘r. 4\,., nivk 1

dalam

, berikut

dengan berbagai
dalam rangka
1 ‘/memberikan sangsi

an yang kelengkapan atau
s OMS sy
surat izin sepert a enangkap ikan yang didasarkan

pada aturan Undang-Undang (Has11 wawancara dengan R, 7 Juni 2017).

Hasil wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwa dalam upaya
penegakan hukum pihak Pol-Airud telah melakukan kerjasama dengan berbagai
pihak dalam penertiban kapal-kapal penangkap ikan dengan melakukan
pemeriksaan terhadap kapal mengenai surat izin kelengkapan seperti surat izin

berlayar dan surat izin usaha perikanan bagi kapal perikanan, dari hasil kegiatan
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tersebut para penegak hukum memberikan sangsi terhadap kapal yang melanggar

berdasarkan aturan undang-undang yang berlaku.Berikut hasil kutipan wawancara

penulis dengan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dalam penegak hukum :
“kita dapat melihat mengenai regulasi yang ada yakni UU No.23 tahun
2014 tentang pemerintah daerah bahwa kewenangan kabupaten di laut

tidak hanya untuk perisinan dan pembuatan regulasi dan sebagainya tetapi
Kabupaten Kepulauan Selayr juga memiliki kewenangan  dalam

budidaya dan memiliki kewéiidn an di wilayah pengelolaan air tambak
dan air tawar, : ens1 yang luar biasa dari segi

perikanan dan samati potensi ini lalu dikelola

denganbaik. (,12’ P:& Eﬁ U HA oy

’Q?‘”\hh‘““f"% o
&
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1ya anggota oknum-
oknum yang dapat dibe clayan den an bocoran-bocoran
tentang arah patroli petugas yang sedang berlansung” (Hasil wawancara
dengan SA, 7 Juni 2017).

Hasil wawancara diatas dapat di ketahui bahwa masih adanya praktek
Unreported Fishing ini terjadi karena adanya oknum-oknum penegak hukum yang
tidak memahami fungsinya yang selalu memanfaatkan kepentingan pribadi tanpa

memikirkan kepentingan rakyat serta kelestarian lingkungan. Berikut tambahan
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wawancara dengan ketua komisi 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar selaku
pembuat kebijakan,adapun hasil wawancaranya:

“Bupati dan DPRD sudah sepakat bahwa pada RPJMD Kabupaten
Kepulauan Selayar lima tahun ke depan sektor yang akan diprioritaskan
adalah Kelautan dan Perikanan. Bahwa untuk menggerakkan roda
perekenomian Selayar. Kesejahteraan harusnya memang digenjot di sektor
Perikanan dan Kelautan.”( hasil wawancara dengan A, 8 Juni 2017)

Selanjutnya untuk m i:!angkah-langkah dalam penegakan hukum

yang dilakukan oleh pelZ Selayar maka penulis
anehia deng 2y ﬁ enulis temui saat

“"42

polairut memberikan peluang kepada masyarakat nelayan untuk melaporkan

setiap pelaku yang diketahui oleh masyarakat setempat dengan cara memberikan
nomor telepon kepada masyarakat sehingga dengan mudah aparat mengambil
tindakan secepat mungkin dalam menangani kasus tersebut.

Berdasarkan dari penelitian penulis, penulis melihat bahwa indikator

penegakan hukum ini belum terealisasi dengan baik, hal ini ditandai dengan
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undang-undang atau regulasi yang mengatur tentang pencegahan Unreported
fishing ini tidak sesuai dengan yang diharapkan dilapangan, hal ini dikarenakan
dalam penegakan hukum ini masih belum memberikan efek jerah kepada nelayan,
malah justru lolosnya para pelaku tindak pidana Unreported Fishing yang
disebabkan dengan adanya salah satu anggota oknum-oknum yang dapat di beli

(disuap) oleh nelayan deng -

2 b

patroli petugas yang sedan®
K( pS MUH4
S WNKASS
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bocoran-bocoran informasi tentang arah



BABV
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
nelitian

Berdasakan hasil pe elah penulis lakukan mengenai Strategi

u : .
1_‘,_; -tﬁ-lrlrlll cl 1& \ C ceametan terhadap
' /ﬁfﬁ '**jf-'r" _,,- ;‘ ited Fishing).

\%%’ '1;.;\,- e p /i"f'iii"’-}\\ ‘ 4 »" da masyarakat

serta keterampilan masyarakat nelayan dalam mengelolah hasil tangkapan.
2. Pengawasan
Pengawasan melibatkan kerjasama antara Satpol-Airut, Dinas kelautan dan
Perikanan, serta tokoh masyarakat dalam kegiatan gelar patrol dikawasan yang sering

terjadi tindakan penangkapan ikan secara Unreported Fishing. Melakukan

70
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pembatasan wilayah penangkapan ikan yang hanya boleh dilakukan 4 mil dari pantai.
Selain itu, luasnya wilayah kepulauan Selayar yang menjadi kendala bagi para
penegak hukum karena memungkinkan banyaknya pendaratan atau pembongkaran

hasil tangkapan ikan oleh para nelayan dan penjualan ikan yang dilakukan di tengah

laut.

,#L-’ﬁ? h :LI:# E)l b ‘J - .
Yppi-

g. / 4 "fl ‘“’\ i 20,3 nyak 24.092,6

Ton dan ju < ny “‘ @ * 4 é‘“g, ber 2016 sebanyak

S, 2
PUsTakann O

24.155,8 Ton.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ditemukan beberapa
masalah yang belum terpecahkan, sehingga penelit imengajukan beberapa saran,

saran tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Kesadaran masyarakat perlu dibangun. Kerugian perekonomian akibatat
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aktifitas Unreported Fishing perlu di publikasikan secara luas melalui
berbagai media kepada masyarakat, guna membangkitkan kepedulian dan
kecintaan rakyat kepada daerah atau negaranya sebagai negeri bahari.

. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar seharusnya berupaya semaksimal

sarana dan prasana dalam rangka
segalah jenis kegiatan yang dapat

mungkin untuk mengi

.‘.‘.r_.'L.?i’t-‘
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T
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